
PROSES BISNIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2018-2023

BPKADMisi 1

Memenuhi Kebutuhan dasar secara mudah 

dan terjangkau untuk kesejahteraan

masyarakat

Misi 2

Menguatkan Norma Agama dalam tatanan 

kehidupan sosial masyarakat dan 

pemerintahanVisi :

Tewujudnya 

Masyarakat 

Sumedang yang 

Sejahtera, Agamis, 

Maju, Profesional,
dan Kreatif (SIMPATI)

pada Tahun 2023

Tujuan : Sasaran:
Program :

Misi 3

Mengembangkan wilayah ekonomi didukung 

dengan peningkatan insfrastruktur dan daya 

dukung lingkungan serta penguatan budaya 

dan kearifan lokal

Terwujudnya

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah yang 

Berkualitas (Akurat 

dan Tepat Waktu)

Meningkatnya

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset daerah

Peningkatan

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah

Misi 4

Menata Birokrasi pemerintah yang responsif 

dan bertanggung jawab secara professional 

dalam pelayanan masyarakat

Misi 5

Mengembangkan sarana prasarana dan 

Sistem Perekonomian yang mendukung 

kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten 

Sumedang



TUJUAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)

Tugas Pokok

Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah   Kabupaten Sumedang.
Mempunyai

• Perumusan kebijakan teknis di  Bidang
Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang

Akuntansi, Bidang Aset;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang

pengelolaan keuangan dan aset;

Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi •
kewenangan daerah dan tugas Pembantuan di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

•

• Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah

tangga keuangan badan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

•



STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset  Daerah (BPKAD)

Kabupaten Sumedang

Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 11 Tahun

2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sumedang



CASCADING KINERJA BPKAD

Penatausahaan Aset

Indikator: Keakuratan

(Materialitas)

Administrasi

Milik Daerah

Kesesuaian

Terwujudnya Tertib

Pengelolaan Barang 

Indikator: Prosentase 

Penatausahaan aset

Terwujudnya 

Pengelolaan Pelaporan 

Keuangan Daerah 

Indikator: Prosentase 

Ketepatan Waktu 

Penyampaian LK OPD

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Penatausahaan dan 

Administrasi Keuangan 

Daerah
Indikator: Kesesuaian

Dokumen Penggajuan

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Perencanaan 

Penganggaran Daerah 

Indikator: Prosentase 

Kesesuaian Dokumen 

Penganggaran, 

Prosentasse Ketepatan 

Waktu Penganggaran

Keakuratan Daerah 

Penatausahaan Aset

Meningkatnya Kualitas 

Pelaporan Keuangan 

Indikator: Tingkat 

Ketepatan Waktu 

Penyampaian LK OPD

Meningkatnya Serapan 

Belanja Daerah 

Indikator: Cakupan 

Dokumen Pembayaran 

yang sesuai dengan 

aturan

Meningkatnya Kualitas 

Dokumen Anggaran 

dan Menyusun APBD 

Tepat Waktu Indikator:

Tingkat Akurasi

Dokumen 

Penganggaran, 

Ketepatan Waktu
Proses Penganggaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator : Opini BPK, APBD Tepat Waktu

Meningkatnya Kinerja Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Indikator : Opini BPK, APBD Tepat Waktu



POHON KINERJA

Meningkatnya Kinerja Keuangan Daerah
yang Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset daerah

Meningkatnya Kualitas

Dokumen Anggaran dan 

Menyusun APBD Tepat 

Waktu

Meningkatnya Kualitas
Penatausahaan Aset

Daerah

Meningkatnya Kualitas
Pelaporan Keuangan

Daerah

Meningkatnya Serapan
Belanja Daerah

Cakupan Dokumen

Pengajuan 

Pembayaran yang 

sesuai dengan aturan

Keakuratan

Penatausahaan 

Aset 

(Materialitas)

Tingkat

Ketepatan Waktu 

Penyampaian LK 

OPD

Tingkat Akurasi
Dokumen

Penganggaran

Ketepatan Waktu
Proses

Penganggaran

2. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah

4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Daerah

7. Pengelolaan   Sistem   Informasi   Pengelolaan   Aset

8. Inventarisasi Aset

1.   Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

3.   Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD

5.   Monitoring,  Evaluasi  dan  Penilaian  Barang  Milik

6.   Identifikasi Belanja Modal SKPD

Daerah

9.   Penyusunan Neraca Aset Daerah

1.   Pengelolaan Kas Daerah

2.   Pengelolaan  Sistem  Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.   Peningkatan Kapasitas Pengelola

Keuangan Daerah

1.   Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

2.   Penyusunan            Raperda            tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3.   Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi

Berbasis Akrual

4.   Sinergitas  Pengelolaan Sistem  Akuntansi

Keuangan Daerah

5.   Penyusunan    Laporan    Realisasi    APBD

Bulanan

1. Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD

2. Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta

Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD

3.   Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD

4.   Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja  DaerahPenyusunan Rancangan Anggaran  Pendapatan

dan Belanja Daerah

5.   Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD. 

Dst..

Esselon IV

Esselon III

Kepala OPD

Kepala Daerah



SKEMA PETA PROSES BISNIS BPKAD

PROSES TUJUAN

KEUANGAN DAERAHLAPORAN BARANG

MANFAAT/OUTCOME

WTP, APBD TEPAT WAKTU

PROSES BISNIS PENDUKUNG

Peraturan Perundang-undangan SDM, 

Teknologi Informasi, Organisasi

HASIL OUTPUT

APBD, DPA, SP2D, LAPORAN 

MILIK DAERAH

PROSES BISNIS INTI

Pengelolaan Keuangan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

STAKEHOLDERS

BUPATI, DPRD, BPK, KEMENTRIAN, 

PEMPROV, SKPD, MASYARAKAT

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelolaan Kinerja Kepatuhan Internal

Pengelolaan Resiko



ISU PENTING KEUANGAN DAERAH Tantangan Pengelolaan Keuangan Daerah

• Penegasan  RKPD  menjadi  pedoman  penyusunan   • Sumber   Daya   Manusia    di   bidang   pengelolaan

APBD (Konsistensi) keuangan daerah sangat
terbatas

• Kebijakan dana transfer                                                     • Sistem pengendalian internal masih kurang diterapkan

• Penyesuaian peraturan perundang- undangan nomor       oleh pengguna anggaran

90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan • Perlu adanya keselarasan dan sinkronisasi proses

nomenklatur perencanaan pembangunan dan perencanaan, penganggaran dan fungsi kontrol untuk

keuangan daerah di integrasikan secara bertahap

dan
• Integrasi sub- system dalam proses perencanaan dan       berkesinambungan

penganggaran (ASB dan Tepra) • Belum disiplinnya pengelolaan keuangan dalam

memenuhi target waktu dalam penyusunan

pertanggungjawaban

• Pengelolaan Aset belum dilaksanakan dengan

konsisten, dan diadministrasikan dengan tertib dan

benar (Pengelolaan Dana BOS perlu adanya

perhatian)



PROSES BISNIS INTI
1. Pengelolaan Keuangan

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelola
Barang Daerah

Pemanfaatan
dan Status

Penggunaannya

Kegiatan dan
Tindakan

Terhadap BMD

Proses

Pelaporan

Pengelolaan

Keuangan

Proses

Penatausahaan
Belanja

•  Perencanaan Kebutuhan

•  Penatausahaan

•  Pengamanan

•  Penilaian

•  Penghapusan

•  Pemindahtanganan

•  Pembinaan,  Pengawasan

dan Pengendalian

•  Tuntutan Ganti Rugi

Proses
Penyusunan

APBD



PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Meningkatnya Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TUJUAN:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas

(Akurat dan Tepat Waktu)

SASARAN:
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas

(Akurat dan Tepat Waktu)

Peningkatan
Pelaksanaan

Operasional di BPKAD

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

APBD TEPAT
WAKTUOPINI BPK

Cakupan

dokumen 

pengajuan 

pembayaran 

yang sesuai 

dengan

aturan

Tingkat

Ketepatan 

Waktu 

Penyampaian 

LK OPD

Keakuratan

Penatausahaan 

Aset 

(Materialitas)

Tingkat

Akurasi 

Dokumen 

Penganggaran

Ketepatan
Waktu Proses

Penganggaran

PROSES PROSES

BISNIS
PENDUKUNG

BISNIS
PENDUKUNGPROSES BISNIS INTI

1.  Peningkatan 

Perundang-

undangan
2.  Ketersediaan

SDM

3.  Teknologi

Informasi

1.  Gedung Kantor

2.  TI/ Aplikasi SIPKD

3. Peralatan Kantor

dan Perlengkapan

Kantor
4.  Kendaraan

Operasional



PROSES BISNIS VS RPJMD DAN RENSTRA

Kinerja

transparan dan

Masyarakat

Level 0
Bupati

Meningkatnya Kinerja Keuangan Daerah yang transparan
dan Akuntabel

pemeriksaan BPK
Level 1

Esselon 2Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)

Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Level 2
Esselon 3APBD Tepat

Waktu
Opini BPK

Cakupan

dokumen

pengajuan 

pembayaran 

yang sesuai

Tingkat

Ketepata 

n Waktu 

Penyamp

aian LK

Ketepatan

Waktu 

Proses 

Pengangg

Tingkat

Akurasi 

Dokumen 

Pengang

Keakuratan

Penatausaha 

an Aset 

(Materialitas) arangaran
dengan aturan OPD

Sasaran                 IndikatorSasaran           Definisi Operasional/ 

Formulasi

Kondisi Awal Target Tahun

2023

Meningkatnya 

Kualitas 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Opini yang didapat 

dari hasil

1. Opini BPK                          
Terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah

WTP WTP

Tepat Waktu/ Tidak
2. APBD Tepat Waktu          

Tepat Waktu
TEPAT 

WAKTU
TEPAT WAKTU

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Misi Tujuan Sasaran

Menata Birokrasi

Pemerintah yang

responsif dan

bertanggung jawab

secara professional

dalam pelayanan

Terwujudnya Akuntabilitas

Kinerja dan Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya 

Daerah 

Akuntabel

Keuangan

yang

Tujuan                    :     TerwujudnyaPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat 

dan Tepat Waktu)

Indikator                :     Peningkatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas

Tujuan

Kondisi Awal         :     - WTP

- Tepat Waktu

Target 2023           :     - WTP

- Tepat Waktu



PROSES BISNIS VS PROGRAM DAN KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Level 1
ESSELON 2

Program Peningkatan dan Pengembangan
Keuangan Daerah

Level 2
ESSELON 3

Keakuratan Penatausahaan Aset
(Materialitas)

Level 3
ESSELON 4

Penatausahaan
Aset

Penatausahaan
Aset

•
•

•

•

Perencanaan Kebutuhan

Penatausahaan 

Pemanfaatan 

Pengamanan dan 

Pemeliharaan 

Penilaian 

Penghapusan 

Pemindahtanganan
Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian

•
•

•

•



PROSES BISNIS VS PROGRAM DAN KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

Pelaporan Keuangan

Meningkatnya Kualitas

Dokumen Anggaran dan 

Menyusun APBD Tepat 

Waktu

Meningkatnya Serapan
Belanja Daerah

Meningkatnya Kualitas
Pelaporan Keuangan

Tingkat

Ketepatan Waktu 

Penyampaian LK

OPD

Cakupan

Dokumen 

Pengajuan 

Pembayaran 

yang sesuai 

dengan aturan

Tingkat Akurasi
Dokumen

Penganggaran

Ketepatan Waktu
Proses

Penganggaran


